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Abstrak: Pengelolaan kawasan konservasi perairan merupakan persoalan administrasi publik yang
tidak hanya berkaitan dengan penetapan regulasi, tetapi juga dengan kapasitas pemerintah
menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan pengelolaan yang efektif. Penelitian ini bertujuan
menganalisis peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kawasan
konservasi perairan Kota Padang serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi dengan tiga informan yang dipilih secara purposive dari unsur pimpinan dan pejabat teknis
bidang pengelolaan ruang laut dan konservasi. Analisis menggunakan lima dimensi peran pemerintah
yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kelima peran telah dijalankan, tetapi belum optimal. Temuan utama penelitian adalah adanya
implementation capacity gap: instrumen regulasi, anggaran, program, dan pengawasan telah tersedia,
tetapi belum sepenuhnya dapat dikonversi menjadi kepatuhan, pengawasan efektif, partisipasi
masyarakat, dan hasil pengelolaan yang terukur. Kesenjangan tersebut dipengaruhi keterbatasan sarana-
prasarana, SDM, penataan batas kawasan, jangkauan komunikasi, pengawasan aktivitas ilegal, serta
data monitoring biofisik. Penelitian menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan kawasan konservasi
tidak cukup dicapai melalui penambahan instrumen kebijakan, tetapi membutuhkan penguatan
kapasitas implementasi dan tata kelola kolaboratif.

Kata kunci; Peran Pemerintah, Kawasan Konservasi, Tata Kelola, Implementasi Kebijakan, Implementation
Capacity Gap, Kota Padang.

Abstract: Marine protected area management is not only a matter of establishing regulations but also
of the government’s capacity to translate policy instruments into effective management action. This
study aims to analyze the role of the West Sumatra Provincial Marine and Fisheries Agency in
managing the marine protected area of Padang City and to identify constraints affecting
implementation. A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through
interviews, observation, and documentation with three purposively selected informants from
managerial and technical positions related to marine spatial management and conservation. The
analysis applied five dimensions of government roles proposed by regulator, dynamizer, facilitator,
innovator, and catalyst. The findings show that all five roles have been implemented, but their
implementation remains suboptimal. The central finding is an implementation capacity gap: regulatory
instruments, budgetary support, programs, and supervision are available, but they have not been fully
converted into compliance, effective enforcement, meaningful community participation, and
measurable management outcomes. This gap is associated with limited infrastructure, human
resources, unresolved boundary arrangements, uneven communication reach, illegal activities, and
insufficient biophysical monitoring data. The study argues that effective marine protected area
management requires not merely additional policy instruments, but stronger implementation capacity
and collaborative governance.
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PENDAHULUAN

Kawasan pesisir dan laut merupakan ruang ekologis sekaligus ruang sosial-ekonomi yang
memiliki arti penting bagi masyarakat. Ekosistem pesisir menyediakan sumber daya perikanan, jasa
lingkungan, perlindungan pantai, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama,
peningkatan pemanfaatan kawasan melalui perikanan, pariwisata, pembangunan, dan aktivitas lainnya
dapat meningkatkan tekanan terhadap ekosistem. Kondisi tersebut menjadikan konservasi laut bukan
hanya persoalan perlindungan ekologis, tetapi juga persoalan tata kelola dan kapasitas pemerintah
dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya.

Literatur mengenai marine protected areas (MPAs) menunjukkan bahwa selain faktor ekologis,
keberhasilan kawasan konservasi turut didukung oleh faktor sosial, ekonomi, kelembagaan, partisipasi,
hak masyarakat, biaya-manfaat, dan efektivitas tata kelola(Charles & Wilson, 2009). Penelitian
mengenai Indonesia juga memperlihatkan bahwa kawasan yang telah ditetapkan secara formal belum
otomatis dikelola secara efektif. Amkieltiela et al. (2022) menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan,
sumber daya manusia dan keuangan, serta monitoring, evaluasi, dan pembelajaran adaptif harus
ditingkatkan sejalan dengan perluasan kawasan konservasi Indonesia.

Persoalan tata kelolasemakin kompleks ketika kawasan konservasi berada pada ruang yang tetap
dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah harus menjalankan fungsi regulasi sekaligus membangun
penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Studi Nusa Penida menunjukkan bahwa komunikasi,
pengetahuan, dan partisipasi menjadi insentif penting pada tahap awal pengembangan kawasan, tetapi
perpindahan tanggung jawab kepada institusi pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian
kepemimpinan dan melemahkan insentif tata kelola (Yunitawati & Clifton, 2021). Temuan lain di
Indonesia juga menunjukkan bahwa struktur partisipasi formal tidak selalu menghasilkan pengaruh
masyarakat yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Glaser et al., 2010).

Kota Padang merupakan wilayah pesisir yang memiliki kawasan konservasi perairan dan
melibatkan pemerintah provinsi dalam pengelolaannya. Penelitian dalam skripsi yang menjadi basis
artikel ini menemukan bahwa pengelolaan telah menggunakan sistem zonasi, termasuk zona inti, zona
pemanfaatan terbatas, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan. Temuan tersebut didasarkan pada
wawancara dengan aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta observasi dan
dokumentasi penelitian.

Meskipunperangkatpengelolaantelah  tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana,
kekurangan SDM terampil di bidang konservasi dan pengawasan, belum meratanya pengetahuan
nelayan mengenai aturan, pelanggaran illegal fishing, perdagangan telur penyu secara tersembunyi,
belum lengkapnya penilaian sosial-ekonomi, serta belum semua kawasan memiliki data monitoring
biofisik.

Dari perspektif administrasi publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan
kewenangan dan regulasi belum cukup untuk memastikan keberhasilan implementasi. Pemerintah
daerah perlu menjalankan beberapa fungsi secara bersamaan: membuat aturan, menggerakkan
masyarakat, menyediakan dukungan, mengembangkan pendekatan baru, dan mempercepat pencapaian
tujuan kebijakan. Kerangka peran pemerintah Dwijowijoto dan Wrihatnolo (2006) membagi peran
tersebut menjadi regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator. Kelima fungsi tersebut
telah digunakan dalam penelitian asli sebagai kerangka analisis.

Literatur nasional memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi juga berkaitan dengan
kolaborasi. Harahap etal. (2015) menemukan bahwa persepsi stakeholder dan kebijakan pemerintah
daerah merupakan variabel dominan dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi penyu. Mansur
dan Marzuki (2018) menunjukkan bahwa integrasi hukum adat laut dengan pengelolaan kawasan
konservasi dapat menjadi alternatif penguatan tata kelola. Bawole (2012) juga menekankan pentingnya
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pemetaan kepentingan stakeholder dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menyelesaikan konflik
dalam zona pemanfaatan tradisional.

Pada tingkat yang lebih luas, Jones dan Long (2021) menunjukkan dari 28 studi kasus tata kelola
MPA bahwa peran negara tetap penting, tetapi efektivitas membutuhkan integrasi berbagai insentif dan
hubungan antarpelaku. Jones et al. (2024) kemudian menemukan bahwa MPA yang efektif cenderung
menggunakan kombinasi insentif hukum, ekonomi, komunikasi, pengetahuan, dan partisipasi.
Penelitian global mengenai 217 MPA juga menemukan bahwa pengaturan shared governance memiliki
kemungkinan lebih tinggi menghasilkan biomassa ikan yang lebih tinggi dibandingkan tata kelola yang
terutama dilakukan oleh lembaga negara secara sendiri. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen
bahwa kapasitas pemerintah perlu dilihat bersama dengan kualitas hubungan pemerintah dan pemangku
kepentingan.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang menghubungkan
pelaksanaan fungsi pemerintah daerah secara multidimensional dengan kesenjangan implementasi
pengelolaan kawasan konservasi pada tingkat lokal. Literatur lebih banyak membahas kondisi ekologis,
desain zonasi, partisipasi, atau tata kelola secara umum. Penelitian ini memusatkan perhatian pada
bagaimana lima peran pemerintah diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan kawasan konservasi
perairan Kota Padang dan bagaimana keterbatasan kapasitas organisasi memengaruhi pelaksanaannya.

Novelty penelitian terletak pada identifikasi implementation capacity gap sebagai temuan yang
menjelaskan mengapa keberadaan regulasi dan program belum otomatis menghasilkan efektivitas
pengelolaan. Penelitian menunjukkan bahwa kelima peran pemerintah saling bergantung: kelemahan
pada komunikasi, fasilitas, SDM, pengawasan, atau monitoring dapat mengurangi efektivitas instrumen
lain. Dengan demikian, kontribusi penelitian bukan sekadar menunjukkan adanya keterbatasan
pemerintah, tetapi menjelaskan hubungan antara kapasitas regulatif dan kapasitas implementatif dalam
pengelolaan kawasan konservasi di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Kota Padang serta
mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses, praktik
kelembagaan, dan kondisi implementasi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan Kota
Padang secara kontekstual. Lokasi penelitian berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat, dengan fokus pada pengelolaan kawasan konservasi perairan Kota Padang.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam
pengelolaan kawasan konservasi. Terdapat tiga informan dari lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat, yaitu unsur Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Seksi Konservasi. Sumber penelitian
menunjukkan bahwa pemilihan informan diarahkan pada pejabat yang memahami pengelolaan kawasan
konservasi dan pelaksanaan tugas teknisnya.

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh
melalui dokumentasi dan studi dokumen. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada 2024; wawancara
yang terdokumentasi dalam data penelitian antara lain dilakukan pada 23 junii dan 10 Agustus 2024.
Observasi digunakan untuk melihat kondisi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan, sedangkan
dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi, laporan, dan dokumen pendukung. Analisis data
dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat
melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar-informan dan sumber dokumenter.

Informan penelitian berjumlah tiga orang, dengan karakteristik sebagai unsur pimpinan dan
pejabat teknis yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pengelolaan ruang laut, konservasi,
dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive
sesuai relevansi tugas dan penguasaan informasi terhadap objek penelitian.

Kerangka analisis menggunakan lima dimensi peran pemerintah menurut Dwijowijoto dan
Wrihatnolo (2006), yaitu regulator, dinamisator, fasilitator, inovator, dan katalisator. Kerangka tersebut
digunakan untuk membaca bentuk pelaksanaan peran, bukti empiris yang ditemukan, serta hambatan
implementasinya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran sebagai Regulator

Peran regulator merupakan fungsi pemerintah dalam menyediakan arah pengelolaan melalui
kebijakan dan aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat telah menjalankan fungsi tersebut melalui penerapan sistem zonasi kawasan konservasi.
Informan menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan mengacu pada ketentuan zonasi dalam Permen KP
No. 31 Tahun 2020, yang membagi kawasan ke dalam beberapa peruntukan, di antaranya area inti yang
dilindungi penuh dan area dengan pemanfaatan terbatas.

Keberadaan zonasi menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki instrumen untuk mengarahkan
pemanfaatan ruang laut. Namun, regulasi tidak otomatis menghasilkan kepatuhan. Penelitian
menemukan bahwa masih terdapat pengguna kawasan yang belum mengetahui kawasan konservasi dan
aturan pengelolaannya, sementara pelanggaran illegal fishing masih ditemukan. Temuan ini
menunjukkan adanya jarak antara kapasitas regulatif dan kapasitas implementatif. Dengan demikian,
persoalan regulator bukan semata-mata ketiadaan aturan, tetapi kemampuan memastikan aturan
diketahui, dipahami, dan dipatuhi oleh pengguna kawasan.

Temuan ini sejalan dengan Nugraha et al. (2021) yang mengidentifikasi persoalan mandat,
koordinasi, dan keterlibatan stakeholder dalam kerangka hukum MPA Indonesia. Anugrah et al. (2022)
juga menunjukkan pentingnya integrasi RZWP3K dan RTRW agar pengelolaan ruang pesisir tidak
berjalan dalam kerangka sektoral yang terpisah. Dalam konteks Kota Padang, fungsi regulator perlu
diperkuat dengan kejelasan batas kawasan, sinkronisasi perencanaan, komunikasi aturan, dan
pengawasan kepatuhan.

Karena itu, peran regulator dapat dinilai telah berjalan secara formal, tetapi efektivitasnya belum
sepenuhnya tercapai pada tingkat implementasi. Temuan ini penting bagi administrasi publik karena
memperlihatkan bahwa keberhasilan regulasi konservasi bergantung pada kapasitas organisasi untuk
menerjemahkan aturan menjadi perilaku dan tindakan pengelolaan.

Peran sebagai Dinamisator

Peran dinamisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah menggerakkan masyarakat melalui
bimbingan, pengarahan, dan komunikasi. Penelitian asli menempatkan sosialisasi kepada masyarakat
yang memanfaatkan kawasan sebagai bentuk penting dari fungsi dinamisator.

“Kalau untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi berupa

himbauan atau larangan dalam pemanfaatan pariwisata dan penangkapan ikan itu memang
dilakukan secara berkelanjutan. Disamping itu, kegiatan ini adalah awal untuk menjembatani
kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan penyuluhan atau sosialisasi sesuai dengan kondisi pekerjaan

yang mereka tekuni.” (Wawancara dengan Sani Ikhsan Putra, Kepala Seksi Konservasi, 13

Agustus 2024).

Keterbatasan komunikasi terlihat dari belum meratanya pengetahuan pengguna kawasan mengenai
keberadaan kawasan konservasi dan aturan pemanfaatannya. Temuan tersebut tidak hanya merupakan
interpretasi peneliti, tetapi berhubungan dengan keterangan informan bahwa penyampaian himbauan
dan larangan dilakukan secara berkelanjutan sebagai tahap awal menuju penyuluhan dan sosialisasi
yang disesuaikan dengan pekerjaan masyarakat. Artinya, pemerintah telah melakukan komunikasi,
tetapi kebutuhan untuk terus melakukan himbauan dan penyuluhan menunjukkan bahwa jangkauan dan
daya serap komunikasi belum sepenuhnya merata.

Literatur mengenai partisipasi memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat yang efektif
berkaitan dengan devolusi kekuasaan, keberagaman aktor, dukungan eksternal, dan pengakuan hak,
tetapi bentuk partisipasi perlu disesuaikan dengan konteks lokal (Huber et al., 2023). Karena itu, fungsi
dinamisator tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi satu arah. Pemerintah perlu
mengembangkan sosialisasi menjadi engagement berkelanjutan melalui forum konsultasi, mekanisme
umpan balik, pelibatan nelayan dalam pengawasan, dan penyampaian informasi yang sesuai dengan
kondisi sosial masyarakat.

Literatur yang lebih baru menegaskan bahwa partisipasi yang efektif berkaitan dengan devolusi
kekuasaan, keberagaman aktor, dukungan jangka panjang, dan pengakuan hak (Huber et al., 2023).
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Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan sosialisasi menjadi engagement berkelanjutan melalui
forum konsultasi, mekanisme umpan balik, pelibatan nelayan dalam pengawasan, dan penyampaian
informasi yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan Harahap
et al. (2015) yang menempatkan persepsi stakeholder dan kebijakan pemerintah sebagai faktor penting
dalam pengelolaan kolaboratif.

Peran sebagai Fasilitator

Peran fasilitator berkaitan dengan penyediaan dukungan agar kegiatan pengelolaan dapat berjalan.
Penelitian menemukan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran dan fasilitas operasional, tetapi
dukungan tersebut belum menutup seluruh kebutuhan pengelolaan. Pada data penelitian, anggaran
tahun 2023 untuk program yang mendukung pengelolaan lingkungan perairan mencapai
Rp14.383.371.358 dengan realisasi Rp13.113.155.339 atau 91,17%. Anggaran tersebut mencakup dua
program, yaitu Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Program
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

“Tapi ini masih perlu adanya penambahan lagi terkait sarana dan prasarana kita untuk

pengelolaan konservasi perairan yang luas.” (Wawancara dengan Sani Ikhsan Putra, Kepala

Seksi Konservasi, 13 Agustus 2024).

Realisasi anggaran yang relatif tinggi belum berarti seluruh kebutuhan fasilitas konservasi telah
terpenuhi. Data penelitian menunjukkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk program yang
cakupannya lebih luas daripada penyediaan seluruh sarana konservasi, sementara kebutuhan
pengelolaan mencakup wilayah perairan yang luas dan kegiatan operasional pengawasan. Informan juga
menyatakan bahwa sarana dan prasarana masih memerlukan penambahan. Observasi menemukan
aktivitas pariwisata di Pulau Sirandah yang belum dibatasi berdasarkan jumlah pengunjung, yang
menunjukkan bahwa dukungan anggaran belum sepenuhnya terkonversi menjadi kapasitas
pengendalian pemanfaatan kawasan.

Walaupun terdapat dukungan anggaran, peneliti menemukan bahwa fasilitas pengelolaan masih
kurang. Observasi juga mencatat aktivitas pariwisata di Pulau Sirandah yang belum dibatasi
berdasarkan jumlah pengunjung, sehingga terdapat persoalan kapasitas pengendalian pemanfaatan
kawasan.

Kondisi tersebut sejalan dengan Amkieltiela et al. (2022) yang menekankan bahwa efektivitas MPA
Indonesia memerlukan sumber daya manusia dan keuangan yang memadai, koordinasi kelembagaan,
serta monitoring dan evaluasi. Studi kapasitas statf MPA Indonesia yang lebih baru juga menunjukkan
adanya kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga pengelola (Amkieltiela et al., 2026). Dengan
demikian, fasilitas perlu dipahami bukan hanya jumlah sarana, tetapi kemampuan pemerintah
menjangkau wilayah, melakukan pengawasan, dan memberikan layanan pengelolaan sesuai kebutuhan.

Peran sebagai Inovator

Peran inovator menuntut pemerintah mengembangkan cara baru dalam menerjemahkan program
konservasi agar dapat dipahami dan mendorong partisipasi. Secara empiris, penelitian menemukan
bahwa fungsi inovator belum optimal karena masih terdapat kesulitan menerjemahkan berbagai
program ke dalam bahasa dan pendekatan yang sederhana bagi masyarakat. Dengan demikian, inovasi
yang telah dilakukan pemerintah dalam penelitian ini terutama terlihat pada upaya pengembangan
program dan koordinasi pengelolaan, tetapi belum menunjukkan perubahan pendekatan komunikasi
yang kuat dan konsisten.

Temuan tersebut berbeda dari contoh inovasi yang direkomendasikan penulis. Pengawasan berbasis
masyarakat, integrasi data ekologis dan sosial, mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah
digunakan, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah merupakan
rekomendasi penguatan, bukan seluruhnya temuan empiris penelitian ini. Literatur menunjukkan bahwa
kombinasi berbagai insentif dan bentuk kolaborasi dapat memperkuat efektivitas tata kelola MPA
(Jones & Long, 2021; Jones et al., 2024).

Sebagai rekomendasi, Kota Padang dapat mengembangkan inovasi kelembagaan melalui pelibatan
masyarakat dalam monitoring, integrasi data ekologis dan sosial, mekanisme pelaporan pelanggaran
yang mudah digunakan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah.
Pengalaman kawasan konservasi Pulau Pieh menunjukkan bahwa monitoring berbasis masyarakat

[412]



dapat mendukung keberhasilan konservasi penyu (Widhayanti et al., 2024). Rekomendasi ini perlu
dipahami sebagai arah penguatan kapasitas implementasi, bukan sebagai program yang seluruhnya telah
berjalan pada lokasi penelitian.

Kelemahan tersebut menunjukkan bahwa inovasi bukan hanya persoalan teknologi. Inovasi juga
mencakup cara organisasi pemerintah berkomunikasi, membangun kemitraan, mengelola data, dan
menyusun mekanisme pengawasan. Jones & Long (2021) menjelaskan bahwa insentif tata kelola dapat
berinteraksi dan berkembang bersama, sedangkan Jones et al. (2024) menunjukkan bahwa tidak ada
satu insentif yang menjadi solusi tunggal bagi seluruh MPA.

Dalam konteks Kota Padang, inovasi kelembagaan dapat diarahkan pada pengawasan berbasis
masyarakat, integrasi data ekologis dan sosial, mekanisme pelaporan pelanggaran yang mudah
digunakan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi nonpemerintah. Pengalaman
Widhayanti et al. (2024) pada kawasan konservasi Pulau Pieh menunjukkan bahwa monitoring berbasis
masyarakat dapat mendukung keberhasilan konservasi penyu. Hal tersebut memberikan pembelajaran
bahwa masyarakat dapat ditempatkan sebagai bagian dari sistem monitoring, bukan hanya sebagai
objek sosialisasi.

Penguatan inovasi juga perlu memperhatikan konteks sosial-ekologis. Bawole et al. (2015)
menunjukkan bahwa pengelolaan MPA harus mempertimbangkan hubungan antara kondisi ekologis,
aktivitas penangkapan, dan kondisi ekonomi rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, inovasi
pengelolaan di Kota Padang perlu dirancang berdasarkan masalah aktual tiap zona dan karakteristik
kelompok pengguna.

Peran sebagai Katalisator

Peran katalisator berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempercepat pencapaian tujuan
pengelolaan melalui koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan. Penelitian menunjukkan bahwa
monitoring dan pengawasan telah dilakukan, tetapi belum seluruh kawasan memiliki data monitoring
biofisik yang lengkap.

Pengawasan juga tidak cukup mengandalkan pendekatan represif. Campbell et al. (2013)
menunjukkan bahwa kombinasi insentif ekonomi, hukum, partisipasi, dan monitoring dapat
memperbaiki efektivitas pengelolaan Karimunjawa. Penelitian Mast et al. (2025) terhadap 217 MPA
secara global juga menunjukkan hubungan positif antara shared governance dan hasil ekologis. Artinya,
fungsi katalisator akan lebih kuat jika pemerintah dapat menghubungkan pengawasan formal dengan
kapasitas masyarakat dan aktor nonpemerintah.

Dalam perspektif administrasi publik, fungsi katalisator membutuhkan sistem informasi yang dapat
menghubungkan input, proses, output, dan outcome. Pendekatan evaluasi kinerja MPA Indonesia juga
menekankan bahwa peningkatan jumlah kawasan perlu disertai peningkatan efektivitas pengelolaan
(Amkieltiela et al., 2022). Karena itu, monitoring Kota Padang perlu diarahkan pada indikator yang
konsisten, terdokumentasi, dan digunakan dalam evaluasi kebijakan.

Pengawasan juga tidak cukup mengandalkan pendekatan represif. Campbell et al. (2013)
menunjukkan bahwa kombinasi insentif ekonomi, hukum, partisipasi, dan monitoring dapat
memperbaiki efektivitas pengelolaan Karimunjawa. Temuan global Mast et al. (2025) juga
memperlihatkan bahwa shared governance berkaitan dengan hasil ekologis yang lebih baik. Artinya,
fungsi katalisator akan lebih kuat jika pemerintah dapat menghubungkan pengawasan formal dengan
kapasitas masyarakat dan actor non pemerintah.

Kendala Implementasi dan Implementation Capacity Gap

Temuan ini konsisten dengan studi mengenai transisi kewenangan pengelolaan MPA Indonesia.
Jompa et al. (2023) menunjukkan bahwa perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi
setelah Undang-Undang 23/2014 menghadapi persoalan sumber daya, personel, aset, dokumen, zonasi,
dan kesinambungan kemitraan dengan masyarakat. Kondisi tersebut relevan dengan Kota Padang
karena pengelolaan pada tingkat provinsi membutuhkan kapasitas koordinasi dan implementasi yang
memadai.

Dengan demikian, persoalan utama pengelolaan kawasan konservasi Kota Padang lebih tepat
dipahami sebagai implementation capacity gap. Pemerintah telah memiliki kewenangan dan instrumen
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kebijakan, tetapi kapasitas untuk mengubah instrumen tersebut menjadi tindakan, kepatuhan,
partisipasi, dan hasil pengelolaan masih menghadapi keterbatasan.

Temuan ini konsisten dengan studi mengenai transisi kewenangan pengelolaan MPA Indonesia.
Cliftonetal. (2023) menunjukkan bahwa perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi
setelah Undang-Undang 23/2014 menghadapi persoalan sumber daya, personel, aset, dokumen, zonasi,
dan terputusnya kemitraan dengan masyarakat. Kondisitersebutrelevandengan temuan Kota Padang
karena pengelolaan pada tingkat provinsi membutuhkan kapasitas koordinasi dan implementasi yang
memadai.

Kelima peran pemerintah menunjukkan hubungan yang saling bergantung. Regulator menyediakan
aturan; dinamisator membangun kesadaran; fasilitator menyediakan sumber daya; inovator
mengembangkan cara baru; dan katalisator mempercepat pelaksanaan melalui monitoring serta
evaluasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pada satu fungsi dapat mengurangi
efektivitas fungsi lain. Regulasi tanpa komunikasi dan pengawasan menghasilkan compliance gap;
fasilitas tanpa SDM menghasilkan capacity gap; sedangkan inovasi tanpa koordinasi berisiko
menghasilkan implementation gap.

Dari Government Menuju Governance

Kelima peran pemerintah menunjukkan hubungan yang saling bergantung. Regulator menyediakan
aturan; dinamisator membangun kesadaran; fasilitator menyediakan sumber daya; inovator
mengembangkan cara baru; dan katalisator mempercepat pelaksanaan melalui monitoring serta
evaluasi. Apabila salah satu fungsi lemah, fungsi lain ikut terdampak. Regulasi tanpa pengawasan
menghasilkan compliance gap; sosialisasi tanpa partisipasi menghasilkan engagement gap; fasilitas
tanpa SDM menghasilkan capacity gap; sedangkan inovasi tanpa koordinasi menghasilkan
implementation gap.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi perlu
bergerak dari government menuju governance. Pemerintah tetap menjadi regulator dan pengarah, tetapi
efektivitas pengelolaan dapat diperkuat melalui kemitraan dengan nelayan, kelompok masyarakat,
pelaku wisata, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lain. Pendekatan
tersebut tidak mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan memperluas kapasitas implementasi
melalui pembagian peran, pengetahuan, dan sumber daya.

Pengalaman Karimunjawa memperlihatkan manfaat co-management dan insentif partisipatif,
sementara Wakatobi menunjukkan bahwa persoalan koordinasi kebijakan dan kontestasi kewenangan
dapat memengaruhi tata kelola (Campbell et al., 2013; Clifton, 2013). Pada konteks Nusa Penida,
perpindahan tanggung jawab kepada institusi pemerintah tanpa mempertahankan kekuatan insentif
partisipatif menimbulkan persoalan tata kelola (Yunitawati & Clifton, 2021). Temuan-temuan tersebut
mendukung perlunya pemerintah Kota Padang mempertahankan posisi sebagai pemegang kewenangan
sekaligus membuka ruang kolaborasi.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan
konservasi perlu bergerak dari government menuju governance. Pemerintah tetap menjadi regulator dan
pengarah, tetapi efektivitas pengelolaan dapat diperkuat melalui kemitraan dengan nelayan, kelompok
masyarakat, pelaku wisata, akademisi, organisasi nonpemerintah, dan pemangku kepentingan lain.
Pendekatan tersebut bukan berarti mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan memperluas
kapasitas implementasi melalui pembagian peran dan sumber daya.

Implikasi pengelolaan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara konservasi dan
keberlanjutan perikanan. Santoso (2017) menempatkan kawasan konservasi sebagai instrumen yang
dapat mendukung keberlanjutan sumber daya dan hasil tangkapan, sedangkan Wartini (2020)
menunjukkan bahwa pembentukan kawasan konservasi membutuhkan kepastian implementasi dan
pembelajaran tata kelola dari pengalaman daerah. Kedua temuan tersebut memperkuat pentingnya
menghubungkan kebijakan konservasi dengan kebutuhan pemanfaatan sumber daya secara
berkelanjutan.

KESIMPULAN
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan lima peran pemerintah
dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Kota Padang, yaitu regulator, dinamisator, fasilitator,
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inovator, dan katalisator. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Temuan utama penelitian adalah
implementation capacity gap, yaitu kesenjangan antara ketersediaan kewenangan dan instrumen
kebijakan dengan kapasitas untuk menerjemahkannya menjadi kepatuhan, pengawasan efektif,
partisipasi masyarakat, dan hasil pengelolaan yang terukur.

Kesenjangan tersebut terutama dipengaruhi keterbatasan sarana-prasarana dan SDM, penataan
batas kawasan, jangkauan komunikasi kepada pengguna kawasan, pengawasan aktivitas ilegal, serta
belum lengkapnya data monitoring biofisik. Kontribusi penelitian terletak pada penjelasan bahwa lima
peran pemerintah tidak berdiri sendiri; efektivitasnya bergantung pada keterhubungan regulasi,
komunikasi, fasilitas, inovasi, dan monitoring.

Secara praktis, pemerintah perlu memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM konservasi dan
pengawasan, pemenuhan fasilitas pada lokasi dengan tekanan pemanfaatan tinggi, percepatan kejelasan
batas kawasan, pengembangan monitoring biofisik yang konsisten, serta perubahan pola sosialisasi
menuju partisipasi yang lebih bermakna. Penelitian selanjutnya dapat memperluas perspektif dengan
memasukkan pengalaman nelayan, pelaku wisata, masyarakat pesisir, dan aktor nonpemerintah untuk
menguji lebih lanjut bagaimana collaborative governance dapat menutup implementation capacity gap.

Meskipun demikian, pelaksanaan kelima peran tersebut belum optimal. Hambatan utama berupa
keterbatasan sarana-prasarana, kompetensi SDM, penataan batas, pengetahuan masyarakat,
pengawasan aktivitas ilegal, serta data monitoring biofisik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
persoalan utama bukan ketiadaan instrumen kebijakan, tetapi implementation capacity gap antara
kewenangan dan kapasitas pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan, kepatuhan,
partisipasi, dan hasil pengelolaan.

Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas implementasi melalui peningkatan
kompetensi SDM konservasi dan pengawasan, pemenuhan fasilitas prioritas, percepatan kejelasan batas
kawasan, pengembangan monitoring biofisik yang konsisten, serta perubahan pola sosialisasi menuju
partisipasi yang lebih bermakna. Pemerintah juga perlu mengembangkan tata kelola kolaboratif dengan
masyarakat, kelompok nelayan, pelaku wisata, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, peran pemerintah dapat bergerak dari sekadar menjalankan kewenangan
menuju kemampuan mengintegrasikan berbagai aktor untuk mencapai tujuan konservasi.
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